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PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN
29 (CIVIL AVLATION SAFETY REGULATIONS PART 29)
TENTANG STANDAR KELAIKUDARAAN UNTUK
HELIKOPTER KATEGORI TRANSPORT (A/RWORTHINESS

STANDARDS : TRANSPORT CATEGORY ROTORCRAFT)
(Peraturan Menteri Perhubungan R.| Nomor PM 169 Tahun 2015,
tanggal 30 Oktober 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang ;

a. bahwa Pasal 13 dan 15 Undang Undang Nomor
1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah men-
gatur ketentuan bahwa rancang bangun pesawat
udara, mesin pesawat udara dan baling-baling pe-
sawat terbang harus mendapat surat persetujuan
setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian
sesuai dengan standar kelaikuclaraan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pemerik-
saan dan pengujian rancang bangun helikopter
kategori transport, perlu disusun standar kelai-
kudaraan untuk helikopter kategori transport;

c¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetap-
kan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Per-
aturan Keselamatan. Penerbangan Sipil Bagian
29 (Civil Aviation Safety Regulations Part 29)
Tentang Standar Kelaikudaraan Untuk Helikapter
Kategori- Transport (Airworthiness Standards :
Transport Category Rotorcrafi).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan {(Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Perhubungan (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 75);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60

Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Per-
hubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Otoritas Bandar Udara;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22
Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pen-
gendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas
Bandar Udara;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59
Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan We-
wenang Inspektur Penerbangan.

MEMUTUSKAN:

Meretapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIP-
IL BAGIAN 22 (C/VIL AVMTION SAFETY REGULA-
TIONS PART 29) TENTANG STANDAR KELAIKUDA-
RAAN UNTUK HELIKOPTER KATEGORI TRANSPORT
(AIRWORTHINESS STANDARDS : TRANSPORT CAT-
EGORY ROTORCRAFT).

Pasal 1
Memberlakukan Peraturan Keselamatan Pen-
erbangan Sipil Bagian 29 (Civil Aviation Safety Regu-
fations Part 29) Tentang Standar Kelaikudaraan Untuk
Helikopter Kategori Transport (Afrworthiness Stan-
dards : Transport Category Rotorcraftt) sebagaimana
terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisah-

kan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2
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Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan
Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 29 (Civil Avia-
tion Safety Regulations Part 29) Tentang Standar
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(Airworthiness Standards : Transport Category Ro-
torcraftt) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dia-
tur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan
Udara.

Pasal 3
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Lam-
piran VI Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
90 Tahun 1993 tentang Prosedur, Standard Kelaikan
Udara, Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang, Kebisingan
Dan Marka Pesawat Udara dicabut dan dinyatakan ti-
dak berlaku.

Pasal 4
Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaku-
kan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal b
Peraturan Menteri ini mulai berfaku pada tang-
gai diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
itd.
WIDODO EKATJAHJANA -

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1651

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 16 TAHUN 2014 TENTANG TARIF BATAS
ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT

DALAM NEGERI KELAS EKONOMI
(Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 170 Tahun 2015,
tanggal 30 Oktober 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa melalui Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 16 Tahun 2014, telah diatur keten-
tuan mengenai tarif batas atas angkutan penum-
pang laut dalam negeri kelas ekonomi;

b. bahwa terdapat trayek dan tarif yang belum ter-
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cantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 16 Tahun 2014 tentang Tarif Batas
Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri
Kelas Ekonomi;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan




